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Pendahuluan
Urbanisasi

Dalam empat dasawarsa (1950-1990}, proses
urbanisasi -di negara berkembang berlangsung
pesat. Diperkirakan, proses ini akan tetap ber-
lanjut sampai beberapa dasa warsa mendatang.
Pada 1950, 38,92% dari total penduduk perko-
taan dunia bertempat tinggal di negara sedang
berkembang. Selanjutnya, pada 1975, untuk
pertama kali dalam sejarah, mayoritas pendu-
duk perkotaan di dunia (51,07%) terkonsen-
trasi di negara sedang berkembang (United Na-
tions, 1891: 118-119).

Pada 1990, hampir dua-pertiga penduduk per-
kotaan di dunia bermukim di negara tersebut,
Berdasarkan proyeksi United Nations, pada ta-
hun 2025 diperkirakan lebih dari dua-pertiga
penduduk perkotaan di dunia {70.41%) bermu-
kim di negara-negara sedang berkembang {Uni-
ted Nations, 1991: 118-119).

Meningkatnya pertumbuhan penduduk perkota-
an di negara berkembang, disertai peningkatan
tingkat urbanisasi (the leve! of urbanization}.
Pada 1950, hanya 17% penduduk di negara
berkembang bermukim di perkotaan, sedang
pada 1970 menjadi 24.7%. Pada 1990 tingkat
urbanisasi di negara-negara ini mencapai 37%
dengan jumlah penduduk perkotaan sekitar 1,5
milyar jiwa. Diperkirakan, dalam kurun 1930-
2025, jumiah penduduk perkotaan di negara
berkembang bertambah 3 kali lipat {289%). Ar-
tinya, pada 2025 sekitar 61% {4,4 milyar jiwa)
penduduk di negara berkembang bermukim di
perkotaan {United Nations, 1991: 106-107).

Indonesia sebagai negara berkembang, memiliki
pola laju pertumbuhan kota dan tingkat urbani-
sasi mirip dengan negara berkembang {ain. Pen-
duduk perkotaan di Indonesia telah bertambah
hampir 16 kali lipat selama 70 tahun, yaitu dari
2,88 juta jiwa {1920) menjadi 4,03 juta jiwa
{1830). Pada 1961 peningkatannya mencapai
3 kali lipat lebih menjadi 14,36 juta. Selanjut-
nya, berturut-turut meningkat jadi 20,38 juta
{1971), 30,56 juta {1981), dan 46,48 juta
pada 1990 (Ditjen Departemen PU, 1987).

Selama kurun 1971-1980, tingkat pertumbu-
han penduduk perkotaan setiap tahun mening-
kat hampir 2 kali lipat dari tingkat pertumbuahan
penduduk Indonesia. Tingkat pertumbuhan pen-
duduk perkotaan dalam kurun 1971-1990 ada-
lah 4,43%/tahun, sementara tingkat pertumbu-
han penduduk Indonesia adalah 2,15%.

Pertumbuhan penduduk perkotaan di Indonesia-
yang tinggi mengakibatkan pertambahan jum-
lah kota metropolitan (kota berpenduduk 1 juta
jiwa atau lebih}. Pada 1950 hanya ada satu
metropolitan, yaitu Jakarta. Dalam 20 tahun
kemudian {1950-1970}, bertambah dua metro-
politan, vyaitu Bandung dan Surabaya. Pada
1990 kota metropolitan menjadi 8, yaitu Jakar-
ta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang, Pa-
lembang, Bogor dan Ujung Pandang.

Peningkatan jumiah penduduk perkotaan ini
juga disertai pertambahan tingkat urbanisasi.
Sensus penduduk 1920 menunjukkan, bahwa
hanya 5,8% penduduk Indonesia tinggal di per-
kotaan, lalu meningkat menjadi 17.03% pada
1980, dan menjadi 25.94% pada 1990. Diper-
kirakan, tingkat urbanisasi di Indonesia akan
meningkat menjadi 59,5% pada 2025.

*Kepala Biro P4R Bappenas
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Peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan
tingkat urbanisasi yang pesat di negara ber-
kembang, termasuk indonesia, merupakan tan-
tangan para pengambil kebijaksanaan pemba-
ngunan perkotaan. Salah satu hal terpenting,
adalah kebutuhan pembangunan prasarana dan
sarana kota yang cukup besar seperti peru-
mahan, transportasi, air bersih, sanitasi, drai-
nase, sewerage, listrik dan pelayanan sosial la-
innya. Kebutuhan tersebut tentunya lebih be-
sar fagi pada masa mendatang, mengingat saat
ini saja ketersediaannya belum mencukupi ke-
butuhan (it always fagged behind demand).
Contohnya, kinerja pembangunan perumahan
pada akhir PJPT | hanya memenuhi 41% ke-
butuhan perumahan, pelayanan air bersih per-
kotaan hanya melayani sekitar 65% dari sely-
ruh kebutuhan, persampahan hanya mengang-
kut 559% dari sampah yang ada.

Sebaran Kota-kota {City Size Distribution)

Perhatian para perencana kota terhadap urbani-
sasi biasanya lebih mengarah pada perbedaan
dalam pertumbuhan dan tingkat urbanisasi. Na-
mun masalah urbanisasi tidak hanya sekedar
menyangkut pertumbuhan penduduk perkotaan
dan tingkat urbanisasi, melainkan menyangkut
pula recrganisasi sistem kota-kota {the reorga-
nization of the wrban system). Pertumbuhan
kota akibat urbanisasi akan membentuk hubu-
ngan hirarkhi yang biasanya diejawantahkan
dalam bentuk sebaran kota-kota (city-size dis-
tributions) {Carol A, Smith, 1990: 20-211.

Sebaran kota-kota di Indonesia pada periode
1971-1980 mengarah ke sistem kota-kota
yang terintegrasi dan tersebar {integrated and
maore dispersed and approaching a well develo-
ped system of central places). Meski dilihat da-
ri hubungan antara besaran dan peringkat kota
secara nasional menunjukkan sistem kota-kota
yang terintegrasi dan tersebar, tetapi bila dilihat
sebarannya di tiap wilayah kepulauan, tampak
bahwa pembangunan kota-kota secara merata
telah terjadi di Jawa, Sumatera dan sebagian
Kalimantan. Sistem kota-kota di Sulawesi, Nu-
sa Tenggara, Maluku dan Irja belum terintegra-
si serta masih didominasi satu-dua kota mene-
ngah {kota berpenduduk 100-500 ribu jiwa).

Selain itu, kota menengah di kepulauan terse-
but memiliki wilayah pelayanan vang luas di-

banding wilayah pelayanan kota menengah di

Jawa dan Sumatera. Kondisi ini menyebabkan
tingkat pelayanan kota-kota itu kurang efisien
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dan efektif, sehingga usaha menciptakan sis-
tem kota-kota di kepulauan itu diperiukan guna
lebih memeratakan pembangunan nasional.

Kota Primat (Urban Primacy)

Beberapa negara sedang berkembang dalam
beberapa tahun lalu telah menerapkan kebijak-
sanaan untuk menurunkan tingkat perkem-
bangan dan pertumbuhan kota-kota primat. Ke-
bijaksanaan ini beranggapan, bahwa pertum-
buhan dan perkembangan kota primat sudah
terlalu besar, sehingga perlu dikendalikan.

Justifikasi dalam menerapkan kebijaksanaan
desentralisasi (decentralization poficies) di ne-
gara sedang berkembang tersebut adalah:

- keperluan untuk mengurangi masalah yang
berhubungan dengan aspek manajemen per-
kotaan serta tingginya biaya ekonomi dan
sosial akibat kemacetan lalu lintas, keru-
sakan lingkungan dan kesulitan penyediaan
fasilitas pelayanan perkotaan di kota primat:

- keperluan untuk mengurangi kesenjangan
pendapatan wilayah (regional disparities);

- menyebarkan investasi diluar kota-kota besar
akan dapat memanfaatkan potensi wilayah,
sehingga diharapkan dapat memacu pertum-
buhan ekonomi secara nasional. ‘

Oleh karena itu, kebijaksanaan desentralisasi
perkotaan ditujukan untuk mencapai pemerata-
an dan efisiensi ekonomi (equitable and econo-
mically efficient) secara nasional. Mekanisme
untuk keperluan ini beragam dari satu negara
ke negara lain, mulai dari pembatasan izin men-
dirikan industri di kota primat, memberi subsidi
untuk investor yang menanamkan modal di luar
kota primat, relokasi perusahaan milik negara
keluar wilayah metropolitan dan sebagainya.

Pertumbuhan dan Perkembangan
Kota Jakarta dan Botabek

Penduduk

Data peringkat kota terbesar di dunia {United
Nations) menunjukkan, bahwa posisi Jakarta
meningkat pesat selama empat dasa warsa lalu
{1971-1990). Pada tahun 1950, Jakarta ber-
peringkat ke-33, lalu naik peringkat ke-24 pada
1970. Pada 1980, Jakarta menjadi kota ke-14
terbesar di dunia. Pada tahun 2000, Jakarta
diproyeksikan menjadi kota ke-10 terbesar di
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dunia, dengan jumiah penduduk sekitar 13.7
juta jiwa (United Nations, 1991: 184-1886)}. Da-
ri gambaran ini dapat dikatakan, bahwa per-
tumbuhan dan perkembangan kota Jakarta te-
lah meningkat cepat, meninggalkan beberapa
kota terbesar lain di dunia.

Pertumbuhan dan perkembangan Jakarta dapat
dilihat dari jumlah penduduk yang meningkat
berturut-turut 1,6 juta jiwa (1950), 2,7 juta
jiwa (1960}, 5,6 juta jiwa (1975}, 8,2 juta jiwa
{(1990). Kepadatan penduduk Jakarta pada
1990 sebesar 12.642 jiwa/km?2.

Dengan penduduk berjumiah 8,2 juta jiwa, Ja-
karta menyumbang 17,99 % dari jumiah pen-
duduk perkotaan di indonesia, lebih tinggi dari
kontribusi New York (8,7 %), Los Angeles
(6,4%), dan Paris (8,7 %), tetapt lebih rendah
bita dibanding kontribusi kota serius primacy
seperti Bangkok {56,8%), Banglades {35%),
Metro Manila (35,7%), Seoul {35,7%), Mexico
(31,49%) dan Buenos Aires (41,3%]).

Selain itu, pertumbuhan urbanisasi di Jakarta
telah melampui batas wilayah administrasi {Bo-
tabek). Selama 1980-1990, tingkat pertumbuh-
an penduduk wilayah Jabotabek sebesar 3.7%/
tahun, melebihi tingkat pertumbuhan penduduk
Jawa Barat (2.57%) dan nasional {1.97%).
Dengan asumsli laju pertumbuhan penduduk te-
tap seperti sebelumnya, diperkirakan pada
2005 Jabotabek berpenduduk 26 juta jiwa,
meliputi penduduk DKI 13 juta jiwa dan sele-
bihnya menempati wilayah Botabek. Dengan
demikian, kontribusi penduduk wilayah Botabek
terhadap tpenduduk Jawa Barat meningkat dari
25.1% {1990} menjadi 27.2% (2005},

Di samping sebagai tempat pelimpahan pendu-
duk (receiving migrants} dari DK1 Jakarta, wi-
tayah Botabek telah dipilih sebagai tempat tu-
juan untuk bermigrasi, mengingat harga tanah
di wilayah ini jauh lebih murah dibanding harga
tanah di wilayah DKl Jakarta. Hal ini terlihat
dari penurunan jumiah penduduk dari 4% sela-
ma kurun 1971-1980 menjadi 2.4% selama
kurun 1980-1990. Sementara itu, tingkat per-
tumbuhan penduduk perkotaan wilayah Bota-
bek dalam kurun 1980-1990 sebesar 14.10%.

Ekonomi

Kontribusi PDRB (tidak termasuk minyak dan
gas} DK Jakarta terhadap PDRB nasional sgjak
kurun 1985-1989 menurun dari 11,4% men-
jadi 11,6%. Bila migas termasuk, maka kon-
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tribusi PDRB DK! Jakarta sedikit lebih rendah
dari angka-angka tersebut. Penurunan kontribu-
si PDRB Jakarta terhadap PDRB nasional dise-

- babkan peningkatan pertumbuhan sektor non-

migas yang pesat di wilayah lain diluar DKi Ja-
karta, sebagai respons nyata dari promosi pe-
ningkatan pertumbuhan ekspor non-migas.

Struktur ekonomi DKl Jakarta selama periode
1985-1989 tidak banyak berubah. Kontribusi
sektor industri pengolahan, jasa pelayanan ke-
vangan (financial services), dan perhubungan
meningkat pesat, sementara kontribusi sektor
jasa dan perdagangan cenderung menurun (li-
hat tabel).

Struktur ekonomi wilayah Botabek (Bogor, Ta-
ngerang dan Bekasi} hampir mirip dengan struk-
tur ekonomi wilayah DKI Jakarta, kecuali sek-

" tor pertanian. Industri pengolahan dan perda-

gangan masih berperan besar di kedua wilayah
tersebut. Sementara itu, sektor pertanian masih
berperan penting di wilayah Botabek, meskipun
cenderung menurun selama periode 1983-
1989 (lihat tabel). Kemiripan struktur pereko-
nomian di wilayah DKl Jakarta dan Botabek,
antara lain disebabkan hampir semua investasi
di Jawa Barat berlokasi di wilayah Botabek (se-
kitar 50% dari investasi asing dan:domestik]}.
Hal ini menunjukkan realisasi Kepres No. 53/
1988 yang membolehkan sektor swasta memi-
liki dan mengelota kawasan industri di wilayah
Botabek, sementara terdapat beberapa pemba-
tasan jenis industri tertentu berlokasi di wilayah
DKl Jakarta. Kenyataan ini menyebabkan pe-
limpahan pembangunan industri {the spilfover
of industries} dari Jakarta ke wilayah Botabek.

Sejak kurun 1975-1989, DKI Jakarta mempu-
nyai PDRB per kapita jauh melebihi PDRB per
kapita propinsi lain maupun nasional. Pada
1989, PDRB per kapita DKI Jakarta hampir dua
kali lipat PDRB nasional. Tanpa migas, PDRB
per kapita DKI mencapai hampir tiga kali lipat
PDRB per kapita nasional. Sementara PDRB per
kapita di Botabek lebih rendah dari PDRB per
kapita nasional selama 1985-1989. Hal ini me-.
nunjukkan dominasi DKI Jakarta di wilayah Ja-
botabek.

Ditinjau dari kontribusi nilai ekspor (the share
of export value), DKI Jakarta memberikan kon-
tribusi 20% dari nilai ekspor nasional {termasuk
migas), atau 30% dari nilai ekspor nasional
{tanpa migasl}. Diperkirakan kontribusi nilai eks-
por DKI Jakarta terhadap nilai ekspor nasional
cenderung meningkat sejak 19886.
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Sementara ditinjau dari impor, Jakarta berperan
penting sebagai pintu masuk barang impor (im-
port goods). Pada 1989, kontribusi nilai impor
DKI Jakarta sebesar 50% dari nilai impor nasi-
onal. Sebagai catatan, nilai impor Jakarta selaiu
melebihi nilai ekspor Jakarta. Jenis komoditi
'yang dikirim dari Jakarta, diproduksi di fuar wi-
layah DK! Jakarta, terutama komoditi minyak
{ofl/petrofium). Namun belakangan ini, DKI Ja-
karta memproduksi sejumlah barang konsumsi
seperti tekstil, garmen dan kertas.

Meski penduduk Jakarta hanya 4,6% dari jum-
lah penduduk nasicnal, Jakarta telah menerima
hampir 20% dari investasi domestik dan seper-
tiga investasi asing selama periode 1968-1991.
Angka-angka tersebut akan menjadi 2 kali lipat
jika wilayah Botabek dipertimbangkan, mengi-
ngat hampir sebagian besar investasi domestik
dan asing di Jawa Barat dilokasikan di wilayah
ini. Sebagian besar investasi di Botabek untuk
sektor industri pengolahan, sedang di Jakarta
lebih didominasi sektor konstruksi dan jasa,

Dari uraian di atas dipastikan, bahwa mening-
katnya investasi {investment boom) di Jakarta
dan Botabek akan diikuti meningkatnya kesem-
patan keria dan juga dapat memberikan efek
ganda {muftiplier effect) pada sektor terkait.
Estimasi kasar mengatakan, sekitar separuh
kesempatan kerja dari investasi domestik dan
Asing berada di wilayah Jakarta dan Botabek.
Dengan demikian, dapat dipahami jika Jakarta
dan Botabek banyak menarik migran dari luar
Jabotabek.

Hingga kini, davya tarik Jakarta sebagai iokasi
industri tetap tinggi, meski telah terdapat be-
berapa peraturan pembatasan pengembangan
industri di wilayah ini. Peraturan tersebut telah
mengakibatkan beralihnya kegiatan industri dari
Jakarta ke wilayah Botabek. Pada 1989 Jabo-
tabek telah memproduksi hampir 26% dari ni-
tai tambah industri pengolahan {manufacturing
value added} skala besar dan menengah ter-
masuk migas di Indinesia. Sementara itu, nilai
tambah industri pengolahan (MVA) skala besar
dan menengah di Jakarta meningkat pada ku-
run 1975-1985, tetapi kemudian menurun sela-
ma kurun 1285-1989.

Hal pokck yang mendorong perpindahan kegi-
atan industri dari wilayah inti {core region} ke
pinggiran {peripheries) adalah harga tanah yang
tinggi, keterbatasan lahan, peraturan pembata-
san pengembangan dan pembangunan industri
yang menggunakan kosumsi air tinggi di DKI
Jakarta dan sebagainya. Hal ini juga ditunjang
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penyediaan sistem transportasi dan prasarana
jalan di Jabotabek sebagai kesatuan wilayah

_vang terintegrasi dan berhubungan, khususnya

dengan kota lain di sekitarnya dan wilayah lain
secara nasional dan internasional,

Permasalahan Perkotaan di Indonesia
Masa Mendatang (PJPT II}

Permasalahan Perkotaan di Indonesia

Secsra garis besar, permasalahan pengem-
bangan perkotaan di Indonesia dapat ditinjau
dari pengertian makre dan mikro. Dalam pe-
ngertian makro, permasalahan perkotaan ditin-

- jau dalam konteks wilayah {(skala nasional). Sa-

iah satu masalah perkotaan dalam skala makro
adalah kecenderungan bertumbuh dan semakin
membesarnya beberapa kota metropolitan {me-
nuju terbentuknya primate city) terutama di Pu-
lau Jawa. Kenyataan ini menyebabkan kurang
berfungsinya kota-kota tersebut sebagai kata-
lisator pengembangan wilayah.

Selain itu, kota-kota kecil {contohnya di Bota-
bek seperti Serpong, Depok, Tanggerang, Be-
kasi dan Cibinong) yang tumbuh di sekitar kota
inti {Jakarta) bukan merupakan kota mandir
(self- sustain atau self-sufficient). Hal ini dapat
dilihat dari sebagian besar penduduk yang ting-
gal di kota-kota kecil tersebut bekerja di kota
inti dan turut serta menikmati fasilitas pelaya-
nan umum yang tersedia di kota inti.

Kenyataan itu menimbulkan permasalahan bagi
kota inti, antara lain semakin tingginya kema-
cetan lalu lintas terutama pada jam puncak
{peak hours}, semakin menurunnya fasilitas pe-
layanan {angkutan umum kota, tempat parkir,
air minum, listrik, energi, sampah dan lainnyal,
Kondisi imi menambah beban pelayanan perko-
taan bagi kota inti, karena selain harus metaya-
ni kebutuhan masyarakatnya {(internal demand),
juga harus melayani kebutuhan masyarakat ko-
ta kecil di sekitarnya (external demand).

Masalah makro fainnya, adaiah institusi penge-
lolaan perkotaan yang semakin kompleks sei-
ring makin membesarnya wilayah kota. Masa-
lah itu timbul, sejalan makin terbatasnya dana
pembangunan dari pemerintah pusat, sehingga
diperlukan peningkatan mobilisasi dana masya-
rakat serta swasta dan peran aktif pemerintah
daerah. Hal ini perlu didukung dengan pening-
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katan pelaksanaan kebijaksanaan desentralisasi
perkotaan (urban decentralization policies).

Dengan kebijaksanaan desentralisasi yang
memberikan tanggung jawab lebih besar pada
pemerintah daerah dalam pengeiolaan kota, di-
harapkan pengendalian dan pemeliharaan pem-
bangunan perkotaan lebih efisien, efektif serta
berkesinambungan. Di sisi lain, pelaksanaan ke-
bijaksanaan desentralisasi masih mengalami
hambatan, terutama karena rendahnya kemam-
puan pengelolaan {rmanagement) dari insttusi
di daerah, sehingga diperiukan strategi dan me-
tode vang tepat serta berkesinambungan.

Terkait dengan masalah institusi adalah koor-
dinasi serta keterpaduan pembangunan antara
satu kota dengan kota-kota kecil di wilayah se-
kitarnya, contohnya Badan Kerja Sama Antar
Kota di Jabotabek, sehingga dapat terbentuk
perkembangan dan pertumbuhan kota yang se-
imbang dan terkait secara fisik dan ekonomi.

Datam pengertian mikro, kota dipandang seba-
gai satu lingkungan permukiman. Masalah ini
terkait erat dengan pertumbuhan penduduk se-
cara alamiah maupun akibat migrasi penduduk.
Masalah mikro yang diperkirakan masih akan
mencnjol pada masa mendatang, adalah efisi-
ensi pelayanan prasarana perkotaan, transpor-
tasi perkotaan dan penurunan mutu lingkungan
perkotaan yang timbul dari kemiskinan perko-
taan labject urban poverty), pencemaran indus-
tri dan tidak efisiensinya penggunaan lahan.

Beberapa Masalah Pokok
di Wilayah Jabotabek

Pertumbuhan dan perkembangan wilayah Jabo-
tabek, ternyata menghadirkan beberapa perma-
salahan akibat pengelofaan wilayah yang dinilai
masih kurang intensif serta efisien, antara lain:

1. Kondisi Lingkungan

Perkotaan vang tumbuh pesat, terutama ka-
rena pertumbuhan dan perkembangan indus-
tri di wilayah Jabotabek, telah menambah
beban terhadap daya dukung alam di wilayah
ini, khususnya peningkatan pembuangan air
fimbah domestik dan industri. Hat ini menye-
babkan degradasi tanah, menurunnya permu-
kaan air tanah, polusi udara serta kontami-
nasi tanah. Pada gilirannya, berdampak ne-
gatif terhadap kesehatan masyarakat dan e-
konomi wilayah. .
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Sekitar 40% penduduk di Jabotabek masih
tergantung pada sumur air dalam, di bebe-
rapa wilayah kualitas air kurang memenuhi
persyaratan air minum. Dengan makin ber-
kembangnya Jabotabek serta kurangnya pe-
ngawasan terhadap polusi, mengakibatkan
sumber air minum harus diambil dari tempat
yang jauh dengan biaya penyambungan dan
pemeliharaan yang tinggi.

Selain itu, tingkat pelayanan pembuangan
sampah hanya bisa melayani 85% dari kebu-
tuhan, dengan hanya 50% vyang dibuang di
tempat pembuangan telah direncanakan (su/-
table landfilfs). Konsekuensinya, banyak
sampah yang dibuang di sungai, kanal yang
menyebabkan pencemaran air {(Jakarta’s raw
water source), polusi air tanah dan menvye-
babkan baniir karena penyumbatan sistem
drainase. Polusi air laut oleh limbah industri
mengurangi potensi air laut {perikanan). Se-
lain itu, polusi udara pun meningkat. Hal ini
menyebabkan peningkatan infant mortality,
gastroenteric, pulmonary and viral disease,
terutama bagi penduduk miskin kota.

2. Transportasi

Tingkat pelayanan transportasi umum antara
kota-kota di Botabek dan Jakarta sebesar
64% dari kebutuhan {(50% dilayani bus,
7.77% dilayani kereta api). Di Jakarta telah
terjadi kesenjangan antara peningkatan jum-
lah kendaraan bermotor dengan peningkatan
kapasitas jalan. Akibatnya, kemacetan lalu-
lintas makin meninggi. Kondisi semacam ini
iebih diperburuk lagi dengan kurangnya pe-
ngawasan parkir dan ketidakdisiplinan pema-
kai kendaraan.

3. Kelembagaan dan Pembiayaan

Pemerintah telah membelanjakan sekitar 1
milyar dollar AS untuk membangun wilayah
Jabotabek selama Repelita V. Biaya pemba-
ngunan ini meningkat pada tahun-tahun be-
rikutnya. Dengan keterbatasan kemampuan
pemerintah dalam pembiayaan pembangunan
Jabotabek, diharapkan para pengelola kota
sadar untuk lebih melibatkan secara aktif
sektor swasta dan masyarakat serta mengu-
rangi ketergantungan dari pemerintah pusat.

Pembagian wewenang dan tanggungjawab
antara pemerintah pusat, propinsi dan ko-
tamadya/kabupaten di wilayah Jabotabek,
masih belum jelas. Masih perlu kejelasan ke-
bijakan pembangunan, termasuk peningkatan
koordinasi antaradaerah dalam pembangunan
infrastruktur perkotaan.
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Arahan Kebijaksanaan Tata Ruang
dalam Pembangunan Nasional

Penataan ruang secara nasional dibedakan atas
penataan ruang wilayah nasional, wilayah Dae-
rah Tingkat | dan wilayah Daerah Tingkat I,
yang pelaksanaannya harus dilakukan secara
berkaitan dan terpadu.

Saat ini telah diselesaikan penyusunan Rencana
Struktur Tata Ruang {RSTR) Propinsi untuk se-
luruh propinsi dan sebagian telah disashkan de-
ngan Peraturan Daerah (Perda). Diharapkan,
memasuki Repelita VI semua propinsi telah
mem-Perda-kan rencana tata ruang wilayahnya.
Pada daerah tingkat il, 243 Rencana Umum
Tata Ruang (RUTR) Kabupaten dan 81 Rencana
Umum Tata Ruang Kotamadya dan Kota Adrmi-
nistratif telah selesai disusun, sehingga saat ini
tinggal proses pengesahannya. Untuk rencana
tata ruang wilayah nasional, yang dikenal seba-
gai Strategi Nasional Pengembangan Pola Tata
Ruang {SNPPTR), masih dalam persiapan, be-
berapa komponen telah disebarkan ke departe-
men/instansi terkait untuk mendapat tanggapan
akhir sebelum dijadikan Peraturan Pemerintah,

Selain penyusunan rencana tata ruang wilayah
yang kemudian periu diperinci kedalam rencana
tata ruang perdesaan, perkotaan dan kawasan
tertentu, UU Penataan Ruang juga perlu di-
jabarkan kedalam beberapa peraturan pelaksa-
naan, antara lain peraturan mengenai hak dan
kewajiban serta peranserta masyarakat dalam
penataan ruang, peraturan mengenai penatagu-
naan air, peraturan mengenai batas ruang laut
dan udara di Dati | dan Dati if, dan sebagainya.
Beberapa rancangan peraturan sedang disusun
instansi terkait, dikoordinasi Bappenas sebagai
koordinator pengelolaan tata ruang nasional.

Selanjutnya, disebutkan dalam UU Penataan
Ruang, bahwa setiap kegiatan pembangunan
yang memerlukan ruang harus didasarkan pada
rencana tata ruang vang sudah ditetapkan.
Untuk itu, dalam merumuskan lokasi suatu pro-
vek, rencana tata ruang dijadikan patokan. De-
mikian juga dalam memberikan izin iokasi, izin
mendirikan bangunan, dan sebagainya, harus
didasarkan pada rencanan tata ruang. Kita me-
mahami hal ini, namun kita juga mengetahui
hal-hal penting itu masib belum terlaksana de-
ngan baik. ini akan menjadi salah satu perha-
tian utama kita dalam jangka pendek ini.

Dengan ruang lingkup penataan ruang seperti
itu, akan dirumuskan pola tata ruang nasional
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yang menjadi pedoman dalam menentukan lo-
kasi program pembangunan vang memeriukan
ruang, khususnya yang berskala besar. Dalam
perumusan itu, kita mendasarkan pada angga-
pan, bahwa kota berperan mendorong pertum-
buhan kawasan sekitarnya, dengan kata iain,
kota berperan sebagai katalisator dalam pening-
katan pertumbuhan wilayah. Kota-kota juga di-
anggap terkait satu sama lain dalam suatu hu-
bungan fungsional produksi dan distribusi ba-
rang/jasa/informasi. Selanjutnya, dianggap pula
bahwa perkembangan kawasan sangat dipe-
ngaruhi tingkat pemusatan (aglomerasi) kegi-
atan sosial-ekonomi kota, Dalam membentuk
aglomerasi itu, jaringan transportasi dan teleko-
munikasi berperan penting, khususnya dalam
membentuk hubungan fungsional kota-kota.

Pola tata ruang nasional terdiri dari 5 kompo-
nen sebagai berikut:

A.Pengembangan Kawasan Prioritas

Pendekatan perwilayahan dalam penataan
ruang menunjukkan, bahwa datam ruang wi-
layah Negara terdapat beberapa tipologi ka-
wasan yang menuntut perlakuan berbeda da-
lam pengembangannya. Pertama, kawasan
cepat tumbuh, yaitu wilayah yang memilki
potensi sumberdaya dan/atau potensi lokasi
yang nyata secara nasional, yvang jika dike-
mbangkan akan mempercepat pertumbuhan
ekonomi. Contohnya adalah kawasan-kawa-
san yang dikembangkan dengan pola segi-
tiga pertumbuhan seperti segitiga Sijori,
Thailan-Indonesia-Malaysia, dan sebagainya.
Kedua, kawasan pertahanan keamanan yang
perlu diperhatikan dari segi kepentingan per-
tahanan keamanan, vaitu kawasan perba-
tasan, kawasan dengan investasi vital yang
besar, kawasan dengan potensi sumber daya
alam besar, dan sebagainya. Ketiga, kawa-
san-kawasan yang secara tradisional telah
menunjukkan produktivitas tinggi pada suatu
jenis penggunaan. Kawasan-kawasan pro-
duksi ini telah terseleksi sebagai kawasan
yang tepat untuk mewadahi kegiatan terse-
but. Sebagai contoh, dapat dikemukakan an-
tara lain kawasan-kawasan berikut:

a. kawasan tanaman pangan di Jawa, Bali,
Sulawesi Selatan, Membramo, Sumbawa
Utara, Kendari, Gorontalo dan kawasan-
kawasan Iahan basah di seluruh daerah,

b. kawasan perkebunan berskala besar di
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku,
irian Jaya,

c. kawasan industri perkayuan dan hutan
tanaman industri di Kalimanan, Sumatera,
Irian Jaya dan Sulawesi,

JURNAL PWK - 13



d. kawasan industri pengolahan bahan tam-
bang di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi
dan lrian Jaya,

e. kawasan peternakan di Nusa Tenggara,
irian Jaya,

f. kawasan perikanan di Maluku, Kepulauan
Riau.

. Pengembangan Kota-kota Prioritas

Beberapa kota diprioritaskan pengembangan-

nya untuk mendukung dan merangsang pe-

ngembangan wilayah sekitarnya, antara lain:

a. pusat pertumbuhan wilayah nasional: U-
Jung Pandang, Manado, Pontianak, Ban-
jarmasin, Kupang dan Jayapura,

bh. pusat pertumbuhan antarwilayah: Balik-
papan, Samarinda, Palangkaraya, Mata-
ram, Dili, Ambon, Merauke, Sorong, Palu,
Kendari,

c. kota-kota wisata baru: Bitung, Bandar
Lampung, Biak, Bintan, Mataram, Padang,
Baturaden,

d. kota-kota industri pengolahan baru di seki-
tar Jakarta, Surabaya, Medan, Semarang,
Paiembang, Ujung Pandang, Lhok Seuma-
we, Bandung, Bentang,

e. kota-kota industri pengolahan sumber da-
ya alam, terutama kayu, di Sumatera, Ka-
limantan, Sulawesi, irian Jaya, Maluku,

f. kota-kota tambang baru: batu bara, mi
nyak dan bahan galian lainnya.

C.Pengendalian Perkembangan Metropolitan

Kota metropolitan yang akan dikendalikan

pertumbuhan dan perkembangannya agar ti-

dak melampui daya dukung alamnya, meli-
puti Jabotabek, Grebangkertosusila, Ban-
dung Raya dan Medan-Belawan.

Ada pun usaha yang akan dilakukan yaitu:

a. membendung dan mengakomodasi urbani-
sasi, antara lain melalui penciptaan kesem-
patan kerja, penyediaan infrastruktur per-
kotaan di kota-kota lain,

b. meningkatkan produktivitas kota metro-
politan,

c. peningkatan koordinasi pengelolaan me-
tropolitan melalui pembentukan dan pe-
manfaatan lembaga kerja sama antara Pe-
merintah Daerah Tk.ll serta antara Pe-
merintah Daerah Tk, | dan Tk. Il di wilayah
metropolitan tersebut.

D.Strategi Pembangunan Tingkat Maksro

Strategt pembangunan tingkat makro menca-

kup empat bagian, yaitu:

1. Pengembangan sistem transportasi intra
dan interregional sebagai bagian dari sis-
tem transportasi nasional;
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a. penciptaan sistem jaringan transportasi
yang menghubungkan pusat-pusat per-
tumbuhan dengan wilayah belakangnya,

b. pemanfaatan koridor Timur-Barat (Si-
ngapura-Laut Jawa-Biak-Pasifik) dan ko-
ridor Utara-Selatan {Australia Utara- Se-
tat Lombok-Selat Sulawesi-Pasifik Sela-
tan) oleh pusat-pusat utama wilayah
untuk menjangkau pasaran nasional dan
global {internasional},

c. pemanfaatan sistem transportasi, de-
noan penekanan pada:

- sistem transportasi yang berorientasi
keluar,

- sistem pelayanan kolektor,

- sistem angkutan penumpang intermo-
da untuk meningkatkan efesiensi pela-
yanan dan mobilitas faktor produksi,
khususnya tenaga kerja.

2. Pengembangan dan pengelolaan sumber
daya alam dan pelestarian lingkungan
yang diarahkan untuk menjamin terwujud-
nya pembangunan yang berwawasan ling-
kungan dan berkelanjutan;

. Pelestarian Kawasan Lindung

Kawasan yang perlu dilindungi adalah:

a. kawasan yang melindungi kawasan di ba-
gian bawahnya seperti hutan lindung, da-
erah resapan air,

b. kawasan perlindungan setempat seperti
sempadan pantai, sempadan sungai, ka-
wasan sekitar mata air,

c. suaka cagar alam, suaka margasatwa, ta-
man nasional, dan sebagainya,

d. kawasan rawan hencana alam.

Kawasan-kawasan ini telah diidentifikasi di
propinsi-propinsi berdasarkan Keppres Nomor
32 tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawa-
san Lindung, dan menjadi bagian dari RSTRP
masing-masing. Instrumen untuk kawasan
dan kota prioritas antara fain melalui pemba-
ngunan prasarana, pemberian insentif per-
pajakan, insentif kredit, pencadangan lahan,
bantuan studi serta kemudahan lainnya.

Selain kegiatan vang langsung diarahkan un-
tuk membentuk pola tata ruang nasional, ki-
ta juga merencanakan program fain yang dia-
rahkan untuk meningkatkan mutu tata ruang
di seluruh wilayah, antara lain terdapat 7
program, yaitu:

. Peningkatan kualitas rencana tata ruang,

. Pengendaiian pemanfaatan ruang,

. Peningkatan peranserta masyarakat,

. Penyempurnaan kelembagaan penataan,

. Pengembangan sistem informasi ruang,

. Operasionalisasi rencana tata ruang,

. Pengendalian fungsi kawasan.
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Arahan Strategi Pembangunan
Kota Metropolitan, Khususnya Kota
Metropolitan Jabotabek Selama PJPT |l

Pengendalian Kota-kota Metropolitan

Permasalahan yang dihadapi kota metropolitan
{Jabotabek; Bandung Raya, Grebangkertosusi-
ta, Medan-Belawan) tidak dapat diatasi dengan
pola kebijaksanaan perencanaan tata ruang mi-
kro {skala kota) saja, tetapi perlu pendekatan
makro (skala nasional), seperti digariskan datam
Strategi Nasional Pengembangan Poia Tata Ru-
ang Nasional (SNPPTR}.

Berdasar Strategi Nasional Pengembangan Pola
Tata Ruang Nasional (SNPPTR), kota-kota me-
tropolitan {Jabotabek, Bandung Raya, Grebang-
kertosusila, Medan-Belawan) akan dikendalikan
perkembangan dan pertumbuhannya agar tidak
melampui daya dukung alamnya. Untuk meng-
imbangai pertumbuhan dan perkembangan kota
metropolitan, selain akan dikembangkan kawa-
san-kawasan prioritas, juga dikembangkan kota
menengah dan kecil, khususnya pengembangan
kota-kota prioritas seperti terurai di atas.

Pengembangan kawasan-kawasan prioritas dan
kota-kota prioritas, selain ditujukan untuk me-
rangsang. pengembangan wilayah dan peman-
faatan potensi secara optimal, juga ditujukan
sebagai counter magnet bagi pertumbuhan dan
pengembangan kota-kota metropolitan agar ti-
dak menjadi kota primat.

"Strategi Pokok Pembangunan Wilayah
Metropolitan Jabotabek Selama PJPT il

Berdasarkan - Strategi Nasional Pengembangan

Pola Tata Ruang {SNPPTR}, maka diperlukan

beberapa arahan strategi pokok pembangunan

wilayah metropolitan berikut:

1. Memperjelas dan merinci kembali tujuan
pembangunan wilayah Jabotabek sebagai
pusat wilayah nasional serta meningkatkan
peranarn kota Jakarta sebagai salah satu pu-
sat perdagangan internasional:

2. Meéndorong- dan' meningkatkan terciptanya
kesempatan kerja di kota kecil sekitar wila-
vah Botabek, sehingga diharapkan kota-ko-
ta kecil tersebut bisa mandiri (seff sustain
and self sufficient). Hal ini dapat dilakukan
dengan penyediaan sarana dan prasarana
guna menciptakan iklim yang mendorong in-
vestor untuk merelokasikan modalnya dari

EGISI KNUSUS7 0KTOBER 1993

kota inti ke kota-kota kecil. Usaha-usaha
penciptaan kesempatan kerja di kota-kota
kecil ini diharapkan dapat mendorong pe-
ngentasan kemiskinan perkotaan;

3. Memantapkan kelembagaan pengelolaan wi-

fayah Jabotabek yang merupakan bentuk
kerjasama antarPemda Tingkat 1| dalam pe-
rencanaan, pelaksanaan dan monitoring, ter-
masuk kerjasama dalam pembiayaan pem-
bangunan prasarana dan sarana perkotaan;

4. Menyertakan npartisipasi masyarakat dan

swasta dalam pengambilan keputusan pe-
ngembangan wilayah Jabotabek serta me-
ningkatkan fungsi dan peranan lembaga pe-
merintah {Pemda TK. H} sebagai fasilitator
dalam pembangunan;

5. Meng-update program pembangunan metro-

politan serta melaksanakannya dengan lebih
banyak melibatkan sektor swasta sebagai
mitra dalam pembangunan infrastruktur dan
pelayanan masyarakat;

6. Memodernisasikan pengelolaan pembangun-

an perkotaan dan meningkatkan kemampu-
an aparat dalam pelaksanaan pembangunan;

7. Meningkatkan pelayanan transportasi antar-

kota melalui pelayan multy-moda system
{meningkatkan high-speed rail passenger
tronsport sepanjang koridor, memperbaiki
dan meningkatkan pelayanan bus umum
{metromini} dengan lebih melibatkan partisi-
pasi sektor swasta;

8. Mengurangi penggunaan air sumur dalam te-

rutama untuk mencegah intrusi air laut, me-
lalui peningkatan pelayanan perpipaan air
bersih dan hidran umum. Meningkatkan pe-
layanan pembuangan sampah, air fimbah,
sewerage, untuk mengurangi _kerusakan
lingkungan, serta meningkatkan usaha me-
ngurangi polusi udara, melalui kontrol yang
ketat terhadap emisi kendaraan bermotor,
pembuangan pengolahan pabrik (industri);

9. Pengelolaan dan pemanfaatan sungai dan

ka- nal sebagai tempat rekreasi dan pengen-

dalian banijir;

10 Meningkatkan dan memantapkan fungsi dan
peran kelembagaan sebagai usaha koordina-
si program pembangunan secara efektif dan
efisien. Hal ini dapat dilakukan melaui:

a. Membentuk "Forum Jabotabek” yang ter-
diri atas pemerintah, sektor swasta, dan
masyarakat, untuk meéningkatkan kesada-
ran dan kesatuan pandangan (persepsi)
terhadap beberapa permasalahan (isyu)
dan peluang {opportunities) pembangunan,

b. Meningkatkan keteriibatan sektor swasta
dan masyarakat dalam program pemba-
ngunan perkotaan di wilayah Botabek,

c. Meningkatkan dan memperkuat kerjasama
kelembagaan antarpemda tingkat | dalam
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perencanaan, pelaksanaan, evaluasi serta
pembiayaan pembangunan prasarana per-
kotaan, pengelolaan pertanahan dan ling-
kungan di wilayah Botabek,

d. Mendirikan dan memantapkan program Ia-
tihan bagi staf pengeiola perkotaan untuk
meningkatkan kemampuan staf, terutama
dalam mempromasikan keteriibatan sektor
swasta dan masyarakat bagi penyediaan
infrastruktur perkotaan,

e. Usaha pemerintah dalam penyediaan sara-
na dan prasarana perkotaan perlu difokus-
kan pada pemberian kemudahan kepada
sektor swasta dan masyarakat,

Penutup

Dengan melihat arahan kebijaksanaan tata ru-
ang nasional dalam menghadapi fenomena me-
ga-urban region di atas, maka disadari bahwa
dalam menghadapi permasalahan perkotaan,
terutama wilayah Jabotabek seperti di wilayah
metropolitan lainnya, keterlibatan aktif sektor
swasta dan masyarakat dalam penyediaan pra-
sarana dan sarana perkotaan sangat diperlukan,
mengingat keterbatasan pemerintah dalam
membiayai pembangunannya.
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GDP Average Annual Growth by Sector
in Jakarta and Indonesia 1975-1989

Average Annual GDP Growth {%]
Sector DKl Jakarta indonasia
1975-831983-891975-83/1983-89
Agriculture 3.8 2.8 5.3 5.5
Mining - - 3.3 2.3
Manufacturing 18.0 1.1 12.2 12.3
Utilities 24.0 11.4 20.4 12.9
Construction 11.3 5.8 18.2 5.8
Trade 1.9 4.8 7.7 7.6
Transport 12.2 7.2 12.0 7.1
Finance 22.2 7.4 13.6 7.9
Services 16.8 4.3 10.9 5.3
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Distribution, Share and Growth of GDP
of Botabek 1985 and 1989

GDP Growth]
s Distribution Share of GDP
actor 1985.
1985 | 1989 | 1985 | 1989 1989
Agriculture 16.1| 16.0 2.2 2.4 3.1
Mining 0.5 0.5 0.1 0.1 6.7
Manufacturing 26.8| 27.2 5.1 5.0 9.6
Utilities 2.1 2.3 5.9 6.3 156.5
Construction 8.4 8.0 5.6 B.1 7.1
Trade 22.7| 26.1 4.1 491 11.1
Transport 10.6 9.1 5.3 5.2 9.5
Finance 1.8 1.6 0.9 0.8 7.1
Services 10.9 9.4 3.2 3.4 5.8
Oil/Gas GDP 0.0 0.0 0.0 0.0 -
Non Qil/Gas GDP | 100.0{ 100.0 3.8 4.1 8.4
Total GDP 100.01100.0 3.1 3.5 8.4
Source: KSP and Bappeda, PDRB Jawa Barat 1985-18989
GDP per Capita of Jakarta, Jabotabek and Indonasia
1975-1989
Region GDP per Capita {(Rp. 000 per capita)
197651978 [1980/1983:1985[1989
a. DKl Jakarta | 194 330| 613!1119{1334 2328
b. Botabek na.| na.| na.| na i 455| 766
¢. Jabotabek na.| na.| na.| na.} 9371477
d. Indonesia
{exc oil/gas) 71 120 210 363 462 777
e. Indonesia
{inc oil/gas) 91] 151} 293 453 b4 | 922
GDP per
Capita Ratio:
ald 27 27| 2.9 3.2| 30| 3.0
ale 2.1 2.2 2.1 25| 24| 25
c/d na.| na i nat na.| 2.1 1.9
cle na.| na.| na.i na. 1.7 1.6

BPS, Provincial Income in Indonesia, various issues fin current

pricas)

ngéoeda & KSP Jawa Barat, PDRB Propinsi Jawa Barat

BPS, Fopufatron Censuses, 1971, 1980 and 1990, interpofated
Note: All Indonesia total GDP is the sum of the privinces and is
not taken from the national income statistics

Avarage Annual Growth of GDP per Capita

1975-1989
Avarage Annual

Region GDP/Capita Growth {9}

1975- | 1983- | 1985-

1983 | 1985 | 1989

DKI Jakarta 8.2 1.1 4.2
Botabek n.a. n.a. 2.9
Jabotabek n.a. n.a. 2.3
Indonesia {exc. oil/fgas}* 6.7 4.8 3.6
Indonesia {inc. oil/gas)* 5.5 4.1 3.2

BPS, Provincial Income in Indonesia, various Issues
BPS Population Censuses, 1871, 1980 and 1980,

interpolated

*} All Indonesia total GDF is the sum of the provinces and
is not taken from the National Income Statistics
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